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BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! J AWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR .:is TAHUN 2018 

TENTANG 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO 

Menimbang 

Mengingat 

Kadin Dikbud 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

a . bahwa Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 
tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan 
Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Bondowoso masih belum dapat menampung 
perkembangan kebutuhan organisasi dan simplifikasi 
kelembagaan perangkat daerah, sehingga perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan 
dan Susunan Pera ngkat Daerah Kabupaten Bondowoso, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit 
Pelaksa na Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi J awa Timur (Serita Negara Tahun 
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 430 1); 

3 .Undang-Undang .. . 
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3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-unda ngan (Le mbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintaha n Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tela h 
beberapa kaii diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Alas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tamba ha n Lembara n 
Negara Republik lndo nesia Nomor 560 l) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Nega ra Republik Indonesia Ta hun 2008 Nomor 
l 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4941) seba gaimana telah diubah de ngan Peratura n 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 201 7 tentang Perubahan Alas 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Ta hun 2008 tentang Guru 
(Lemba ran Nega ra Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
6058); 

8 . Pcra turan Pemerinta h Nomor 18 Tahun 2016 lcntang 
Perangkat Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Ma najemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambaha n 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6037); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
20 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20 14 Nomor 199); 

11. Pcraturan Menteri Pe ndidikan Nasiona l Nomor 24 Tahun 
2008 ten tang Standar Tenaga Administrasi 
Sekolah/Madrasah; 

Paraf Koordinasi 12. Peraturan ... 
Kaelin Dikbud Kaba . ukum 
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12. Peraturan Menteri Pendidikan da n Kebudayaan Nomor 137 
Ta hun 2014 tenta ng Standar Nasional Pendidika n Anak 
Usia Dini; 

13. Pcraturan Menteri Da la m Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
lcntang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pedoma n Alih Fungsi Sanggar 
Kcgiatan Belajar Menjadi Sa luan Pendidika n Nonforma l; 

15. Pcraturan Menteri Da la m Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Ca bang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dacrah; 

16. Pcra lura n Daera h Kabupatcn Bondowoso Nomor 6 Ta hun 
2009 tentang Penyelengga raan Pendidika n (Lembaran 
Daera h Ka bupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 
Seri E) sebagaimana telah diuba h dengan Peraturan 
Daerah Ka bupaten Bondowoso Nomor 12 Ta hun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Oaerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 6 Ta hun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Pcndidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Ta mbahan Lembaran 
Daera h Ka bupaten Bondowoso Nomor Ta hun 2017 Nomor 
16); 

17. Pcraluran Daera h Kabupalen Bondowoso Nomor 7 Ta hun 
20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Ka bupa ten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3); 

18. Pcraturan Bupali BondO\voso Nomor 89 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Ka bupaten Bondowoso (Serita Oaera h Kabupa ten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS 
PENDIDI KAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraluran Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daera h a da la h Ka bupa ten Bondowoso. 
2 . Pemerintah Daerah ada lah Pemerintah Kabupaten 

Bonclowoso. 
3 . Bupati adalah Bupati Bondowoso. 

Paraf Koordinasi 
Kaba 4.Dinas ... 
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4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Bondowoso. 

5. Kepala Dinas adalah Kepa la Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Ka bupa ten Bondowoso. 

6. Pendidika n adalah usa ha sadar da n terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserla didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengcndalian 
diri, kcpribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara . 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, selanjutnya disingkat UPTD, 
adalah o rganisasi yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasiona l dan/alau kegiatan penunja ng tertentu pada Dinas. 

8. Satuan Pendidikan Daera h adalah UPTD pada Dinas yang 
merupa ka n unsur pela ksana teknis operasional Dinas 
berbcntuk Saluan Pendidikan Formal dan Saluan Pendidikan 
Nonformal. 

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada ja lur formal, nonforma l, 
dan informa l pada scliap jenjang dan jenis pendidikan. 

10. Satu an Pendidikan Formal adalah kelompok layanan 
pendidikan yang menyelenggaraka n program pendidikan di 
jalur formal, meliputi Pendidika n Anak Usia Dini Formal atau 
Taman Ka nak-kanak (TK) , Sekola h Dasar (SD), da n Sekola h 
Menengah Perta ma (SMP). 

11. Satuan Pendidikan Nonformal, yang selanjutnya disebut 
Satuan PNF ada lah kelompok layanan pendidikan yang 
menyclenggarakan program pendidika n no nfor mal. 

12 . Progra m Pendidikan Nonformal, yang selanjutnya disebut 
Progra m PNF, adala h laya nan pendidikan yang 
diselcnggarakan untuk memberdayakan masyarakat mela lui 
pendidika n kccakapan hidup, pendidikan a nak usia dini, 
pendidikan kepemudaan , pendidika n pemberdayaan 
perempuan, pcndidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan 
dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan 
la in yang dilujukan untuk mengembangkan kemampuan 
pesena didik. 

13. Sanggar Kegiatan Belajar, yang selanjutnya disingkat SKB 
ada la h UPTD, yang menyelcnggarakan Program Pendidikan 
Nonformal. 

14 . Progra m Pendidikan Anak Usia Dini, yang sela njutnya 
disingkal PAUD adalah program pendidikan yang dilujukan 
kepada a nak sejak la hir sampa i denga n usia 6 (enam) tahun 
yang dilakukan mela lui pemberian rangsangan pendidikan 
untuk m cmba ntu pertumbuha n da n perkembangan jasmani 
dan roha ni agar a nak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut. 

15. Pendidika n Berbasis Ma syarakat adalah pendidikan yang 
meliputi kesetaraan, pendidikan masyarakat, kursus-kursus, 
home schooling/ parenting education, da n kegia tan pendid ika n 
keagamaan . 

Paraf Koordinasi 16.Guru ... 
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16. Guru adalah pendidik profcsional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melalih, 
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 
anak usia dini jalur pendidikan for mal, pendidikan dasa r, 
dan pendidikan menengah. 

17. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang berlugas 
melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 
pengawasan, dan pclayanan teknis untuk menunjang 
proses pendidikan pada satuan pendidikan dan/ atau 
progra m pendidikan formal maupun nonformal. 

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai ke lompok untuk melaksanakan sebagian tugas 
Din as sesuai dengan bi dang keahlian dan 
kelerampilannya. 

BAB II 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

SATUAN PENDIDIKAN DAERAH 

Pasal2 

Dengan Pertaturan Bupati in i dibentuk Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, terdiri atas: 
a . Unit Pelaksana Teknis Daerah Satu an Pendid ikan Formal; 
b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan 

Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar. 

BAB III 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

SATUAN PENDIOIKAN r◄ ORMAL 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 3 

(1) UPTO Satuan Pendidikan Formal pada Oinas 
berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis 
pelayanan pendidikan pada PAUD Formal atau TK SO 
dan SMP di Daerah. ' ' 

(2) UPTO Satuan Pendidikan Formal pada Dinas dipimpin 
oleh s~orang pejabat fungsionaJ guru yang diberi tugas 
sebaga1 f~epaJa UPTO Satuan Pendidikan Formal yang 
berada d1 bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal 4 ... 

Kaba . Hukum 
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Pasa l4 

Untuk memperlancar operasional teknis pelayanan 
pendidikan, pada UPTD Satuan Pendidikan Formal 
diangkat pejabal pela ksana sesuai kebutuhan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Salah salu pejaba t pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditunjuk sebagai koordinalor tenaga 
administrasi yang mempunyai tugas membantu Kepala 
UPTD Satuan Pendidikan Formal dalam bidang 
manajemen dan administrasi pendidikan formal untuk 
mengoordinasikan, merenca nakan, mengarahkan dan 
membual laporan kegiatan, menghubungi pihak lerkait, 
dan mengawasi jalannya pekerjaan sesuai prosedur. 

Bagian Kedua 
Nomenklatur 

Pasal 5 

Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan 
Formal pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a sebagai berikul: 
a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidika n Formal 

Taman Kanak-kanak Negcri Pembina, dengan urutan 
nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap wilayah 
kecamatan; 

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Saluan Pendidikan Formal 
Sckolah Dasar Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan 
lahun pendirian pada tiap desa/ kelurahan yang ada di 
wilayah Kecamatan; dan 

c. Unit Pcla ksana Teknis Dacra h Satuan Pendidikan Forma l 
Sckolah Mencngah Pertama Negeri, dengan urutan nomor 
sesuai dengan tahun pendirian di tiap wilayah Kecamatan. 

Bagian Ketiga 
Susunan Organisasi 

Paragraf 1 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pencl idika n Formal 

Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 

Pasa l 6 

Susunan Organisasi Kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan 
Formal TK Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf a, terdiri atas: 
a . Kepala UPTD Satuan Pendidikan Forma l TK· 

' b. Kelompok Jabatan Fungsional Guru 
c. Jabatan Pelaksana; 

Paragraf 2 ... 
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Paragraf 2 
Unit Pclaksana Teknis Dacrah Satuan Pendidikan Formal 

Sekolah Dasar Negeri 

Pasal 7 

Susunan Organisasi 
Formal SD Negeri 
huruf b, lerdiri alas: 

Kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

a. Kepa la UPTD Satuan Pendidikan Formal SD; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional Guru; 
c. Jabatan Pe laksana. 

Paragraf 3 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal 

Sckolah Menengah Perlama Negeri 

Pasal 8 

Susunan Organisasi Kelembagaan UPTD Satuan Pendidikan 
Formal SMP Negeri sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 5 
huruf c, tcrdiri atas: 
a . Ke pa la UPTD Saluan Pendidikan Formal SM P; 
b . Wal<il Kepa la UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP, terdiri 

atas: 
1. Wa kil Kepala Urusan Kurikulum; 
2. Waki l Kcpala Urusan Kesiswaan; 
3. Wakil Kcpala Urusan Sarana Prasarana; 
4 . Wa kil Kepala Urusan Hubungan Masya rakat. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Guru; 
d. Kepala Perpustakaan; 
e. Kepa la Laboratorium; 
f. Jabatan Pe laksana. 

Bagian Kedua 
Bagan Organisasi 

Pasal9 

Bagan Organisasi UPTD Satuan Pendid ikan Forma l pada Oinas 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a tercanlum dalam 
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran lil yang merupakan 
bagian Lidak lerpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 10 ... 

Paraf Koordinasi 
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Bagian Ketiga 
Tugas dan Fungsi 

Pasal 10 

UPTD Satuan Pendidika n Formal sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 2 huruf a m empunyai tugas melaksa nakan 
pendidika n formal pada TK, SD, dan SMP, dengan lama waktu 
pendid ikan yang ditempuh sesu a i dengan ketentuan peraturan 
peru ndang-unda ngan. 

Pasal 11 

Untuk mela ksana kan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa l 10, UPTD Satuan Pendidikan Forma l mempunyai fungsi: 
a . pelaksanaan proses pembelajaran sesu a i struktur 

kurikulum tingkat pendidikan TK/S D/SMP kepada s iswa; 
b. pelaksanaan penilaian/ evaluasi belaja r ; 
c . pelaksanaan kegiataan ekstrakurikuler s iswa; 
d. pc mbimbingan dan penyuluhan kepada s iswa; 
e . pelaksanaa n manajemen berbasis sekolah (school based 

management); 
f. pengembangan ke lem bagaan; 
g. pcngembangan sarana dan prasarana pendidikan; 
h. pengabdia n dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat; 
1. pengelolaan ke tatausahaan. 

Pasal 12 

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana 
dima ks ud d a la m Pasal 6 huruf a, Pasa l 7 huruf a, d an Pasal 8 
huruf a mempunyai tugas: 
a . melaksanakan supervisi proses pembelajaran berdasarkan 

kewenangannya sesuai struktur kurikulum tingkat 
pendid ikan TK/SD/SMP kepada siswa; 

b. melaksanakan penilaian/ evaluasi belaja r; 
c . m ela ksanaka n kegiataan ekstrakurikuler s iswa; 
d. mela ksanakan bimbingan d a n penyuluhan kepada s iswa; 
e . mela ksanaan manajemen berbasis sekolah; 
f. mengemba ngkan kelembagaan; 
g. rne ngelola da n mengemban gkan sara na dan prasa rana 

pendidikan; 
h. mela ksanakan pengabdian dan pelayanan pendidikan 

kepada masyarakat; 
1. melaksanakan pembinaan ketatausahaan; 
J. mengadakan kerjasama de ngan dinas/instansi 

pemerintah/ pengusaha swasta dan masyarakat da lam 
rangka pengembangan pendidikan; 

k. melakukan tugas-tu gas la in yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 

Paraf Koordinasi 
Pasal 13 .. . 
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Pa sa l 13 

(1) Wakil Kepa la UPTD Satu a n Pendidikan Forma l SMP 
sebagaimana dima ksud da la m Pa sa l 8 huruf b diangkat 
berdasarka n Kepu tusan Kepa la Dinas atas usula n Kepa la 
UPTD Salua n Pe ndidikan Forma l SMP. 

(2) Wakil Kepa la UPTD Sa tuan Pendidikan Formal SMP 
sebagaima na dimaksud pada ayat (1) m empunyai tugas 
memba n tu Kepala UPTD Satua n Pend id ika n F'orma l SMP 
da la m: 
a . menyusun progra m pengaja ra n, pendidika n ko-kurikuler 

da n bimbingan belaja r di dala m da n luar sekola h; 
b . me ngatur kelancara n da n ketert iban pela ksanaan 

pen gaJa ra n; 
c . pengarahan metode pengaja ra n , bimbingan dan 

penyuluhan kepa da s iswa ; 
d. mengara hka n ma teri pengaja ra n sesu a i dengan 

kurikulum dan s ila bus yan g berla ku; 
e. mengendalikan kemajua n belaja r dan mengajar; 
f. m elakukan pengatura n guru pike t; 
g. memba ntu Kepala UPTD da la m menyiapka n ba ha n 

kerjasama dengan dina s/instansi 
pemerintah/pengusa ha swasta da n masyarakat dalam 
rangka pengemba ngan pendidikan; 

h . memupuk jiwa ka rsa da n ma rta ba t guru; 
1. menyusun progra m peningkatan kemampuan tenaga 

pengajar; 
J. mela ksanaka n tugas- tugas la in yan g diberika n oleh 

Kepa la UPTD Sa tua n Pendidika n Forma l SMP sesu a i 
dengan b idang tugasnya . 

Pasal 14 

(1) Kepala Perpustaka an da n Kepala Laboratorium 
sebagaima na dimaksud dala m Pasal 8 huruf e da n huruf f 
ditunjuk da ri peja bat fungsiona l a ta u peja bat pela ksana , 
oleh dan bertanggung jawab kepa da Kepa la UPTD Satua n 
Pendidikan Formal SMP. 

(2) Kepa la Perpustakaan sebagaima na dima ksud pada ayat (1) 
mempu nya1 tugas mengelola buku-buku milik 
perpusta ka an, memeliha ra, merawat, da n menjaga 
keama na n buku-buku dan ba ra ng-ba ra ng inventa ris lain 
yang m enjadi milik perpusta kaan. 

(3) Kepa la La boratoriu m sebagaima na dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas menyia pkan in s la lasi dala m m elayani 
pela ksa naan kegia ta n proses pembelajaran (khususnya 
pra k tik) bagi s is wa . 

Bagian ... 

Parar Koordinasi 
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Bagian Keempat 
J a batan Fungsional Guru 

Pasal 15 

J a ba tan F'ungsional Guru terdiri a tas: 
a . guru kela s; 
b. guru ma ta pelaja ra n ; 
c . guru bimbingan/konseling; da n 
d. guru mua tan lokal/ketera mpilan; 
yang mempunyai tugas da n fungsi ma sing-ma sing sesu a i 
ketentua n peraturan perundang-undan gan. 

BAB IV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN 

NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 16 

(1) UPTD Satuan PNF SKB pada Dinas mempunyai kedudukan 
sebagai UPTD Satua n PNF, yang m enyelenggara kan 
Progra m PNF pa da D inas. 

(2) UPTD Satuan PNF pada Dinas dipimpin oleh seorang 
Pejaba t fungsiona l Pamong Belaja r yang diberi tu gas 
tamba ha n sebagai Kepala UPTD Satu an PNF SKB yang 
ber ada di ba wa h da n bertanggungjawa b kepada Kepala 
Dinas. 

Bagia n Kedua 
Nomenkla tur 

Pasal 17 

No menklalur UPTD Satu a n PNF pada Dinas ada la h Unit 
Pelaksana Tekn is Daerah Satuan Pendidika n Nonformal 
Sa nggar Kegia tan Belajar. 

Bagia n Ketiga 
Susuna n Organisasi 

Pasal 18 

Su sunan Organisasi UPTD Sa tuan PNF SKB terdiri atas: 
a . Kepala UPTD Satua n PNF; 
b . Kelompo k J a batan Fungsional; 
c . J a ba ta n Pelaksana . 

Bagian ... 

Paraf Koordinasi 
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Bagia n Keempat 
Bagan Organisasi 

Pasal 19 

Bagan Organisasi UPTD Satu an PNF SKB pada Dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam 
La mpiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Pe ra turan Bupati ini. 

Bagian Kelima 
Fungsi 

Pasal 20 

UPTD Satuan PNF SKB pada Dinas sebagaimana dimaksud 
da la m Pasal 2 huruf b mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan program PNF; 
b. penyelenggaraan program percontohan PNF; 
c . pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang 

PNP; 
d. sebagai pusat penyelenggara penilaian program PNF, 

pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta 
didik dan masyarakat; 

e . pelaksanaan administrasi pada UPTD Satuan PNF. 

Bagia n Keenam 
Togas 

Pasal21 

Kepala UPTD Satuan PNF SKB sebagaimana d imaksud dala m 
Pasal 18 huruf a mempunyai tugas: 
a. melakukan pendampinga n bagi satuan pendidikan lain yang 

m enyelenggara ka n progra m PNF; 
b . membuat percontohan progra m PAUD dan Pendidikan 

Masyarakat; 
c. mengemban gka n kurikulum dan bahan be lajar muatan 

lokal bagi program PNF; 
d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidik dan tenaga PNF; 
e. mengolah data dan m enyusu n rencana kegiatan Satuan 

PNF; 
f. memberikan pelayanan dalam pembinaan organisasi dan 

tata kerja pada kegiatan Satuan PNF; 
g. mela kukan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, 

keamana n dan kebersiha n Satuan PNF; 
h. mengoordinasi pelaksanaan pengawasan tenaga edukasi 

(Pamong Belaja r) PNF; 
1. melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan PN F; 
J. melakuka n tugas lain yang diberikan oleh Kepa la Dinas 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 22 ... 
ukum 
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Pasal 22 

( 1) Untuk memperlancar operasional teknis pelayanan 
pendidikan, pada UPTD Satuan PNF SKB diangkat pejabat 
pelaksana sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Salah satu pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) ditunjuk sebagai koordinator tenaga 
administrasi yang mempunyai tugas membantu Kepala 
UPTD Satuan PNF' SI<B dalam bidang ma najemen dan 
administrasi pendidikan non forma l untuk 
mengoordinasikan, merencanakan, mengarahkan dan 
me mbuat lapora n kegialan , menghubungi pihak terkail, dan 
mengawasi jalannya pekerjaan sesuai prosedur. 

BABV 
KOOROINATOR WILAYAH KECAMATAN BIOANG PENDIDIKAN 

Pasal 23 

(1) Untuk mempe rla ncar pelayanan administrasi pada Satuan 
Pendidikan di wilayah Kecamatan, pada tiap Kecamata n 
dibentuk Sekretariat Koordinator Wilayah Kecamatan 
Bidang Pendidika n . 

(2) Sekretariat Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang 
berasal dari Pengawas Sekolah, disamping tugasnya sebagai 
pejabat fungsional yang ditunjuk oleh dan 
bertanggungjawab kepada Kepa la Dinas. 

(3) Koordinator sebagaimana dima ksud pada ayal (2) bertugas 
melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan 
pendidika n di wilayah kecamatan. 

(4) Sekrclariat Koordinalor Wilayah sebagaimana dima ksud 
pada ayat (1) menempati dan menggunakan sarana dan 
prasarana eks kantor Unit Pelaksana Teknis Oinas 
Pendidika n Kecamatan. 

(5) Segala biaya yang timbul sebagai a kiba l pelaksanaan tugas 
Koordinator sebagaimana dima ksud pada ayat (2) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 
Kabupalen Bondowoso. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 24 

Unit Pelaksana Teknis Oinas Pend idikan yang ada pada saat 
ini telap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
dilantiknya pejabat pada UPTD yang tcrben tuk berdasarkan 
Peraturan Bupati ini. 

BAB VII. .. 
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BAB VII 
KETE NTUAN PENUTUP 

Pa sal 25 

Pada saat Pera lura n Bupati ini mula i berla ku maka Pera tu ra n 
Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 ten tang Unit 
Pela ksa na Teknis Daerah Sa tua n Pendidikan Daerah pada 
Dinas Pendidikan da n Kebudayaan Kabupa ten Bondowoso 
(Berita Daera h Ka bupaten Bondowoso Ta hun 2017 Nomor 77), 
dicabut da n dinyataka n tidak berla ku. 

Pasal 26 

Pera tu~·an Bupa ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setia p orang mengetahu inya, m em erintahkan 
pengunda ngan Peratura n Bupati ini dengan penempatannya 
dala m S eri ta Daera h Ka bupa ten Bondowoso. 

Ditetapka n di Bo ndowoso 
pada ta nggal is Morel .;i.018 

BUPATI BONDO OSO, ,_ 

£ AMIN SAID HUSNI ~ 
Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal ,~ More\. ~o\B 

H KABUPATEN BONDOWOSO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR .,25 

d 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATl BONDOWOSO 
NOMOR o'.25 TAHUN 2018 
TENTANG 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
SATUAN PENDI DI KAN DAERAH PADA 
DIN AS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN 
BONDOWOSO 

BAGAN ORGANlSASI UNIT PELJ\KSANA TEKNlS DAERAH 
SATUAN PEND.IDJKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) 

NEGERI PEMBINA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN BONDOWOSO 

KEPALA UPTD SATUAN PENDlDIKAN FORMAL TK 1 
...•. •.....•. ..... . ..... " " -····· .. ····· ··•·· ................................ ········J 

JABATAN PELAKSANA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL GURU I 

··········· ·············•·"········--····--······ 

it td tl:-• .~ ..... • _,._ .............. ~---

Keterangan : 
____ == garis komando 

Kadin Dikbud 

o1J! 

Paraf Koordinasi 
Kaba Or anisasi 

oso, }?v 

ID HUSNI 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR ;i.5TAHUN 2018 
TENTANG 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA 
DIN AS PENDLDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN 
BONDOWOSO 

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO 

JABATAN PELAKSANA 

Keterangan : 

---- = garis komando 

Kaelin Dikbud KO 

o1 

KELOMPOKJABATAN 
FUNGSIONAL GURU 



LAMPIRAN IlJ 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR ~':> TAH UN 2018 
TENTANG 
UNIT PELAKSANA T8KNIS DAERAH 
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA 
DIN AS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN 
BONDOWOSO 

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
SATUAN PENDIDIKAN F'ORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

(SMP) NEGERI PADA DlNAS PENDIDlKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN BONDOWOSO 

KEPALA UPTD SATUAN PENDlDIKAN FORMAL SMP 
-....- ......... 

I -~A~IL KEPAL/\ UPTD 
~ AN KURIKULUM 

.................. ., ........... --

.....J 

I WAKIL K EPAL/\ UPTD l . URUSAN KESISW AAN j 
........ . ... ., ...... . . . . .... ..~ 

WAKJL KEPALA UPTD 
URUSAN SARANA 

PRASARJ\NA 

I W/\KIL K EPALA UPTD 
URUSAN I IUBUNGAN 

MASYARAKAT 
·~................................. .......... .. ..... ..... -... 

- -1 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

JABAT/\N 
PELAKSANA 

Keterangan : 

Kadin Dikbud 

o4r 

KELOMPOK JABATAN 
FLJNGSIONAL GURU 

= garis komando 

= garis koordinasi 

j 
KEPALA 

PERPUSTAl<AAN 

kum 

J 

KEPALA 
LABORATORIUM 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR J'? TAHUN 2018 
TENTANG 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA 
DIN AS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN 
BONDOWOSO 

BAGAN ORGANlSASl UNlT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (8KB) 
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO 

I KEPALA UPTD SATUAN PNF SKB 
...... --.. ..... --.................. ._ ......... '"' ........... . ._. .. . . • ........ "'" . . ... . • .,. . ,. . . . ...... , ...... ..........._.._ .• ........_. ..... ~~J 

.JABATAN PELAKSANA 

KELOMPOKJABATAN 
FUNGSIONAL 

7 
j 

································••····•········•····•· .. ········································' 

Keterangan : 

= garis komando 

Kadin Dikbud Ke 

c1 


